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ABSTRAK

Penerapan peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang kepatuhan wajib pajak UMKM
selama pandemic studi kasus di UD. Putra Dasrim. Perumusan masalah dalam penelitian ini
adalah untuk mengetahui apakah pemberlakuan pajak UMKM selama pandemi ini mempengaruhi
ketepatan waktu untuk membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui
bagaimana pengaruh pendapatan waktu pelaku UMKM dalam membayar pajak selama masa
pandemi ini terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Meskipun dengan masa pandemi UMKM
tetap memenuhi kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibanya, teknik pengumpulan data
penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif . Data yang digunakan adalah data primer.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM UD. Putra Dasrim tetap melakukan
pembayaran kepada kantor pajak selama masa pandemi ini, meskipun ada keringan yang diberikan
pemerintah terhadap pelaku UMKM dengan memberi keringanan bahwa selama pandemi Pajak
UMKM ditanggung pemerintah karena mereka tidak mengajukan surat permohonan apapun terkait
keringanan itu. Hal ini dilihat dari responden UMKM yang dominan menjawab setuju dengan

indikator pemahaman wajib pajak, terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
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BAB 1

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Di Tahun 2018 tepat pada tanggal 22-23 Juni bertepatan di Kota Bali serta Surabaya
pimpinan negara dalam hal ini Presiden Republik Indonesia menetapkan serta menerbitkan PP
terkait dengan meminimalkan tarif pajak pada UMKM menurun sampai dengan 0,5%. Penerapan
ini dibuat dengan tujuan untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM.
Sebagaimana dinyatakan oleh (Sari, 2018) yang menyatakan bahwa sistem peraturan pada Tahun
2018 terkait dengan Pph yang kana diterima oleh pihak UMKM mempunyai peredaran pada bruto
yang ditentukan. PP tersebut digantikan dengan PP Tahun 2013 No 46 terkait dengan tarikh Pph
yang sudah dinyatakan final menjadi 1% untuk pelaku UMKM yang memiliki pendapatan kurang
lebih mencapai 4,8 milyar dalam kurun waktu 1 tahun.

Adanya sistem perubahan pada tarif perpajakan terhadap UMKM disebabkan karena pada
pelaku bisnis mengalami hasil bahwa tarif Pph sudah dinyatakan final terhadap tingkat penghasilan
pada bruto yang tertentu serta dapat berlaku dalam jangka waktu satu periode atau satu tahun, di
tahun 2018 pthak UMK selalu diharapkan untuk dapat berkembang jauh lebih maksimal lagi serta
tingkat pendapatan 1,96.000.000 pelaku UMKM dengan salah satu dispensasi pada insentif
perpajakan yang mana telah diterapkan oleh kalang yang berwajib dalam hal ini pihak pemerintah.
Akan tetapi jumlah UMKM yang memiliki skala yang baru mencapai pada titik tumpu utama
sebesar 681,522 persen serta pelaku UMKM meraih sampai dengan 60.000atau setara dengan 0, 1
persen. (Setiawan, 2018) menyatakan bahwa tingkat persentase dapat ditarik sebuah kesimpulan

ialah pelaku UMKM jauh lebih aktif dalam membayar pajak ,



Adapun riset yang dilakukan oleh Suhendri (2015) yang menyatakan bahwa terdapat salah
satu faktor yang dapat memberikan sebuah pengaruh terhadap kepatuhan WPOP dalam melakukan
pembayaran pajak ialah pada tarif pajak. Tanggung Jawab yang minim akan mebuat seluruh
masyarakat sama sekali tidak merah beart dalam memenuhi kewajiaban dalam membayar POP
(pajak orang pribadi).

Berdasarkan pada sebuah peraturan Tahun 2018 No 23 yang menyatakan bahwa dalam
pemberian kelonggaran atau kemudahan terhadap WP UMKM ialah dalam bentuk taraf yang
rendah terhadap melakukan proses pembayaran pada pajak dengan menghitung yang sederhana
dan sistematika pun menjadi pelunasan yang sangat dipahami. BG Consulting (2003) menyatakan
bahwa tingkat kemudahan dalam mencapai pajak yang digunakan pada sistem perpajakan yang
mana telah dituangkan dalam UU perpajakan serta dapat ditetapkan PP perpajakan. Oleh karena
itu dapat disimpulkan bahwa dapat memberikan ruang bagi pelaku UMKM untuk WP yang mana
sama sekali tidak mengalami kekeliruan dalam menghitung sampai melakukan penyetoran
terhadap jumlah pajak yang terutang. Holtzman (2007) menyatakan bahwa pada sebuah sistem
perpajakan yang gampang akan menimbulkan kepatuhan WP dapat berkurang ketimbang pada
sebuah sistem perpajakan yang kompleks. Sistem pemungutan perpajakan dengan tujuan tujuan
untuk meningkatkan sosialisasi di berbagai kalangan masyarakat akan selalu diharapkan.

Riset yang dilakukan oleh Norsain dan Yazid (2014 menyatakan bahwa tingkat perubahan
pada tarif, dalam melaksanakan kemudahan dalam melakukan proses pembayaran pajak serta
sosialisasi pada peraturan Tahun 2013 No 46 dapat memberikan sebuah pengaruh yang signifikan
pada persepsi WP pada UMKM, yang artinya bahwa semakin membaik pada persepsi WP terhadap
berlakunya peraturan pada Tahun 2013 No 46 sehingga WP pada pelaku UMKM semakin

membaik dalam kepatuhan membayar pajak. Masruroh (2013) yang menyatakan bahwa sanksi



pajak dapat dikatakan sebagai salah satu tindakan yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan,
apabila telah melanggar aturan tersebut maka tingkat kepatuhan WP aka diharapkan untuk dapat
meminimalkan pada jumlah hukuman serta pada sebuah pelanggaran terhadap sanksi pajak.

Sebagaimana telah dipaparkan dari beberapa hasil riset tersebut, akan dapat melihat
persepsi WP pada UMKM pada peraturan Tahun 2018 No 23 dapat dilihat berdasarkan pada
peraturan Tahun 2018 dapat dilihat dari pada tarif pajak, hukum pajak, kemudian pajak pada sosial,
sedangkan pada hasil riset ini akan selalu diharapkan dalam sistem penerapan dan dapat
menambahkan terkait dengan PP tarif usaha mikro kecil serta menengah yang terbaru serta dpaat
menambahkan untuk memberikan sebuah kontribusi terhadap lembaga serta pthak UMKM untuk
dapat menilai pada sebuah kebijakan peraturan Tahun 2018 No 23 terkait dengan penghasilan
bahkan sampai pagi dengan pengurangan dengan jumlah kesalahan pada WP.

Dalam menggapai salah satu persepsi terkait dengan WP serta pada aturan yang berlaku,
sehingga riset ini dapat memberikan sebuah perhatian terkait dengan persepsi itu dapat dikatakan
sebagai subjektif pada suatu objek. Adanya PP yang terbaru akan dapat menimbulkan berbagai
jenis persepsi yang baru pula apalagi situasi yang dihadapi saat ini ialah wabah virus Corona. Hal
ini sangat mendasari pada riset ini ialah untuk dapat mengetahui pada sebuah persepsi kepatuhan
WP pada pelaku UMKM dalam mengatasi PP Tahun 2018 NO 23.

Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga peneliti melakukan riset
ini dengan judul “penerapan peraturan pemerintah no. 23 tentang kepatuhan wajib pajak umkm

selama pandemi (studi kasus ud. Putra dasrim)”’.



1.2. Rumusan Masalah
Sebagaimana telah dibahas pada latar belakang tersebut, sehingga rumusan masalah yang
akan diambil pada riset ini ialah : Bagaimana sistem penerapan PP Tahun 2018 No 23 terkait
dengan pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pada pajak dalam masalah wabah virus
Corona ?
1.3. Tujuan penelitian
Sebagaimana telah dibahas pada rumusan masalah tersebut, sehingga tujuan dari riset yang
akan diambil ialah : Apakah sistem penerapan PP Tahun 2018 No 23 terkait dengan pelaku UMKM
dalam melakukan pembayaran pada pajak dalam masalah wabah virus Corona ?
1.4. Manfaat Penelitian
Sebagaimana telah dibahas pada tujuan penelitian tersebut, sehingga manfaat dari riset
yang akan diambil ialah :
1. Secara teoritis
a. Pada hasil riset ini akan selalu diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran dalam
wawasan terhadap pembaca serta bagi penulis atau penulis terkait dengan sistem
penerapan PP Tahun 2018 No 23 terkait dengan pelaku UMKM dalam melakukan
pembayaran pada pajak dalam masalah wabah virus Corona
2. Secara Praktis
a. Bagi UMKM
Pada hasil riset ini akan dijadikan sebuah acuan terhadap pihak UMKM dalam
melaksanakan prosedur dalam melakukan pembayaran WP pelaku UMKM dalam

masalah wabah virus Corona



Bagi peneliti

Pada riset ini dengan tujuannya untuk dapat memperdalam ilmu pengetahuan serta pada
kajian-kajian teoritis sert pada sebuah konsep yang akan dimilki pada saat berada
dibangku perkuliahan dan dapat menginterpretasikan dikalangan masayrakat

Bagi Universitas

Pada riset ini dengan tujuannya untuk dapat memberikan kontribusi terkait dengan ilmu

serta penambahan penelitian di bidang akuntansi yang akan datang
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